BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.

Gambaran Perwakafan di Kecamatan Penajam

Penajam Paser Utara merupakan sebuah daerah yang berada di wilayah
pesisir, yang menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru sesuai dengan
konferensi pers presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara.*
Hal ini sesuai dengan misi pemerintah kabupaten penajam yaitu membangun
sumber daya manusia Penajam Paser Utara yang berkualitas, religius dan
berdaya saing maka pengelolaan wakaf sudah seharusnya dikelola dengan
SDM vyang berkualitas. Kabupaten Penajam sendiri memiliki empat
kecamatan salah satunya ialah Kecamatan Penajam. Pengelolaan wakaf di
kecamatan ini tidak berbeda dengan beberapa kecamatan yang ada di
kabupaten Penajam yang mana dalam pengelolaan wakaf ini sepenuhnya di
bawah naungan Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama setempat dan
BWI tingkat kabupaten.Akan tetapi mengingat BWI tingkat kabupaten belum
memiliki wewenang dan hak dalam mengelola wakaf, karena Badan Wakaf
Indonesia (BWI) tingkat kabupaten baru saja dilantik pada tanggal 30 Juli

2021 dengan No SK 080/BWI1/P-BWI1-2021.

* Teatrika Handiko Putri, “Perjalanan Ibu Kota Baru yang dimumkan Jokowi Pertam Kali

2019~ diakses pada (https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/perjalanan-ibu-kota-baru-
yang-diumumkan-jokowi-pertama-kali) pada tanggal 17 November 2021 pukul 21:15.
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Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat kabupaten yang baru dilantik ini
sedang disibukkan dengan penyusunan program-program. Maka dalam hal
pengelolaan wakaf di kecamatan Penajam secara penuh menjadi tanggung
jawab Kementerian Agama pada staff penyelenggara zakat dan wakaf. Tugas
dari penyelenggara zakat dan wakaf ini ialah melakukan pelayanan,
bimbingan teknis, pengelolaan informasi dan data, penyusunan rencana dan

pelaporan dalam pemberdayaan zakat dan wakaf.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang juga
memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Dalam penyelenggaraan wakaf, KUA Penajam berfungsi sebagai Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) khusus di wilayah Kecamatan Penajam
dan bertanggung jawab dalam memberikan laporan kepada kementerian
agama terkait wakaf di kecamatan Penajam. Dalam urusan administrasi,
wakif yang ingin mewakafkan tanahnya terlebih dahulu datang ke KUA
untuk melakukan permohonan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan beberapa

persyaratan yaitu :

1) KTP Wakif

2) KTP Nazir

3) KTP Para Saksi

4) Surat Permohonan Wakif

5) Surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, perkara, sita

dan tidak dijaminkan
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6) Sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha/sertifikathak guna
bangunan/sertifikat hak milik atas satuan rumah susun/bukti kepemilikan
tanah yang sah.

7) Surat kuasa apabila wakif tidak dapat Menyatakan Ikrar Wakaf yang
diperkuat oleh 2 orang saksi.

8) Surat Persetujuan dari ahli waris

9) Surat lzin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik apabila
tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai.

10) Dalam tanah wakaf berupa hak milik akan diwakafkan hanya sebagian
dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk

pemisahan sertifikat tersebut.

Berikut di lampirkan status perkembangan status sertifikat tanah wakaf

di kecamatan Penajam.

Gambar 4.1
Status Tanah Wakaf
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Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam
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Melalui diagram di atas, terdapat 54 lokasi dengan luas tanah
163395,036 m” yang belum bersertifikat dan 28 lokasi dengan luas 21090 m?

yang sudah memiliki sertifikat.

Dari banyaknya tanah wakaf yang tersebar di kecamatan Penajam

berikut di lampirkan peruntukkan tanah wakaf yang dikelola oleh nazir.

Gambar 4.2
Status Tanah Wakaf
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Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam

Dari total luas tanah wakaf di kecamatan Penajam yang berkisar
190949,565m?, sebanyak 45 lokasi dengan luas 44904 m? dimanfaatkan
sebagai masjid, 17 lokasi dengan luas 10482m? dimanfaatkan untuk
langgar/musholla, 3 lokasi dengan luas 9766,5m® dimanfaatkan untuk
madrasah/sekolah, 4 lokasi dengan luas 10892m? dimanfaatkan untuk

kuburan, 9 lokasi dengan luas 113511,1 m? dimanfaatkan untuk pondok
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pesantren dan 4 lokasi dengan luas 1394 m? dimanfaatkan untuk sosial/lain-

lain.

Sistem pendaftaran harta benda wakaf di kecamatan Penajam, dimulai
dengan pendaftaran harta benda wakaf kepada KUA dengan melampirkan
beberapa persyaratan. Setelah diperiksa, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) mengesahkan nazir dan mengucapkan ikrar wakaf dengan dihadiri
tiga orang nazir, wakif serta dua orang saksi setelah itu PPAIW menerbitkan

akta ikrar wakaf.

Sistem pengadaan nazir di kecamatan Penajam dilakukan dengan
penunjukan secara langsung oleh wakif selaku orang yang memberikan
hartanya untuk dikelola. Pada pengelolaan wakaf biasanya nazir yang di
tunjukkan berjumlah 3 orang, dan salah satu dari mereka akan ditunjuk
sebagai ketua. Setelah diterbitkannya Akta lkrar Wakaf (AIW), maka nazir
memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan
terhadap harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf

yang telah tertulis pada Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Latar Belakang Pendidikan Nazir
Nazir merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, berikut dilampirkan data terkait

latar belakang yang dimiliki oleh nazir di kecamatan Penajam.
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Gambar 4.3

Latar Belakang Pendidikan
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Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam

Dari 84 orang nazir perorangan, diperoleh informasi bahwa ketua nazir
dalam nazir perorangan memiliki latar belakang pendidikan terakhir di
sekolah dasar (SD) sebanyak 1 orang, SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama) sebanyak 4 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak

18 orang, S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 1 orang.

Identifikasi Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir dan
Pengetahuannya terhadap perwakafan di Kecamatan Penajam
a. Nazir pertama yang menjadi infroman dalam penelitian ini adalah Saiful
Anam, S.P. lahir di Blitar pada tanggal 3 April 1974. Bertanggung jawab
dalam pembangunan TK-TPA di atas tanah wakaf.
1)  Definisi wakaf
Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 September 2021

pukul 13.30 WIB. Menurut Saiful Anam Wakaf merupakan sesuatu
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3)

4)
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pemberian yang diberikan untuk kepentingan umat, dan wakaf
produktif sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan uang.
Hak dan kewajiban Nazir

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa
hak dan kewajiban nazir ialah mengelola harta wakaf dengan
sebaik mungkin dan membangun tanah wakaf tersebut dengan
pelan pelan.
Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan
bahwa pengelolaan mulai dari administrasi seperti pembuatan
AIW(Akta, Ikrar, Wakaf)., pemecahan sertifikat tanah, dan
legalitas tanah sudah di selesaikan. Pengelolaan selanjutnya ialah
tahap pembangunan yang rencananya tanah wakaf ini mau
dibangunkan TK-TPA dan sementara ini baru terbangun pondasi,
dalam hal pembangunan dana operasional didapatkan dari hasil
sumbangan nazir dan bantuan proposal.
Pengalaman

Berdasarkan hasil wawancara, Saiful Anam selaku informan
sudah memiliki pengalaman dalam pembangunan sekolah IT (Islam
Terpadu) mulai dari pembangunan TK smpai SMP mulai dari tahun

2007.
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5)  Pelatihan
Berdasarkan hasil wawancara, Saiful Anam belum pernah
ikut dalam program pelatihan nazir, semenjak informan menjadi
nazir di tahun 2019, sehingga dalam meningkatkan infromasi
terkait wakaf, hanya didasarkan pada literatur yang ia baca. *°
b. Nazir kedua yang menjadi infroman dalam penelitian ini adalah
Muhammad Darus, lahir di Bone pada tanggal 12 Mei 1961.
Bertanggung jawab dalam pembangunan serta pengelolaan musholla.
1)  Definisi Wakaf
Berdasarkan wawancara pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul
20.31 WIB. Menurut Muhammad Darus saya tidak mengerti apa itu
wakaf, karena dalam mengelola mushola itu saya langsung di
tunjuk saja. Apalagi tentang wakaf produktif, saya tidak faham.
2)  Hak dan Kewajiban Nazir
Berdasarkan wawancara pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul
20.31 WIB. Menurut Muhammad Darus yang saya tahu tugasnya
hanya mengelola.
3)  Pengelolaan
Menurut Muhammad Darus dalam urusan administrasi,
perihal sertifikat dan pemecahan tanah sudah diurus dan memakan
biaya sebanyak 8 juta, dana tersebut didapat dari sumbangan para

nazir perorangan dan dalam pembangunan musholapun, biaya

%0 Wawancara dengan Saiful Anam, tanggal 01 Oktober 2021 di TK-TPA Al-Fikr.
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diperoleh dari sumbangan dari rumah ke rumah. Sehingga jadilah
mushola pada tahun 2015, dan dua tahun kemudian mushola ini
berkembang tidak hanya dipergunakan sebagai tempat ibadah,
tetapi digunakan pula sebagai TK-TPA
4)  Pengalaman
Muhammad Darus selaku informan memiliki pengalaman
menjadi pengurus masjid selama kurang lebih 30 tahun.
5)  Pelatihan
Menurut Muhammad Darus selaku informan, dia tidak
pernah mengikuti pelatihan yang di adakan, sehingga tidak faham

akan pengertian dari wakaf. **

4. ldentifikasi Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir (Staff
Pengelola Wakaf) di Kecamatan Penajam
a. Wawancara ketiga dilakukan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan
Penajam dan yang menjadi informan adalah H. Abd. Rahman, S.Ag., M.SI
selaku ketua KUA sekaligus penanggung jawab wakaf di kecamatan
Penajam.
1)  Pengadaan/rekruitmen
Berdasarkan wawancara pada tanggal 22 September 2021
pukul 11.00 WIB. Menurut Abd. Rahman sistem pengadaan nazir
di kecamatan Penajam dilakukan oleh wakif dengan penunjukkan

tiga orang secara langsung, untuk menjadi nazir wakaf, dan

%! Wawancara dengan Muhammad Darus, tanggal 01 Oktober 2021 di Rumah Muhammad
Darus.
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biasanya didasarkan pada aspek ketokohan serta pengalaman yang
dimiliki nazir.
2)  Kompensasi
Menurut Abd. Rahman, tidak ada sistem kompensasi berupa
uang yang diberikan kepada nazir, karena dalam pengelolaannya
didasarkan atas keikhlasan hati karena Allah. 2
b. Wawancara keempat dilakukan di kantor Kementerian Agama kabupaten
Penajam Paser Utara dan yang menjadi informan adalah H. Agus Sukamto,
S.Sos selaku staff penyelenggara zakat dan wakaf.
1)  Pembinaan
Berdasarkan wawancara pada tanggal 22 September 2021
pukul 09.30 WIB. Menurut Agus Sukamto selaku staff
penyelenggara zakat dan wakaf, pembinaan yang dilakukan oleh
Kementerian Agama biasanya berupa pelatihan dalam bentuk
sosialisasi, dan untuk materi yang disampaikan dalam pelatihan
tersebut ialah kebijakan pemerintah terkait wakaf dan undang-
undang wakaf, regulasi pendaftaran tanah wakaf, dan regulasi
persertifikatan tanah wakaf, tetapi untuk pelatihan pada beberapa
tahun terakhir belum bisa terlaksanakan karena tidak adanya dana

anggaran.

%2 Wawancara dengan H. Abd. Rahman, tanggal 22 September 2021 di Kantor Urusan Agama.
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2)  Pengawasan

Menurut Agus, pengawasan yang dilakukan oleh kementerian
agama dalam penyelenggaraan zakat dan wakaf, dilakukan
langsung oleh KUA. Kemudian dalam pengelolaan tanah wakaf
nazir diawasi langsung oleh KUA. Sehingga kementerian agama
memperoleh informasi terkait wakaf di kecamatan Penajam melalui
laporan yang diberikan oleh pihak KUA. Menurutnya ketika terjadi
permasalahan dalam wakaf, barulah kami selaku staff

penyelenggara zakat dan wakaf turun ke lokasi untuk melihat. >

B. Pembahasan

Setelah dilakukannya penelitian, maka langkah selanjutnya ialah penyajian
data yang dilakukan oleh penulis. Kemudian penulis menganalisis data tersebut,
untuk menjawab rumusan masalah pada bab | mengenai penerapan fungsi
manajemen sumber daya manusia pada nazir wakaf yaitu dari fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan diwujudkan melalui fungsi
pengadaan (rekruitmen), pembinaan, pelatihan dan kompensasi. Selanjutnya
penulis juga menganalisis pengetahuan dari nazir terkait wakaf dan

pengelolaannya serta latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh nazir wakaf.

1. Latar Belakang Pendidikan Nazir
Berdasarkan data di lapangan, penulis memperoleh informasi terkait

jumlah nazir di kecamatan Penajam yaitu sebanyak 84 orang dengan masing-

> Wawancara dengan H. Agus Sukamto, tanggal 22 September 2021, di Kementerian Agama
Kabupaten Penajam Paser Utara.
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masing memiliki jabatan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Dari 84
orang nazir di kecamatan Penajam diperoleh informasi bahwa 28 orang nazir
yang menjabat sebagai ketua memliki latar belakang pendidikan yang
berbeda-beda yaitu Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 4
orang, SLTA sebanyak 18 orang, S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 1

orang.

Pemilihan nazir selaku pengelola wakaf di kecamatan Penajam,
biasanya didasarkan kepada beberapa aspek seperti aspek ketokohan,
pengalaman dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dumais yang
menyatakan bahwa salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam
pemilihan karyawan atau individu dalam sebuah organisasi, salah satunya

ialah tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki nazir.

Berdasarkan data di atas, dari 28 orang nazir di kecamatan Penajam
yang memiliki tanggung jawab sebagi ketua, diperoleh informasi bahwa nazir
di kecamatan penajam paling banyak memiliki jenjang pendidikan terakhir
SLTA yaitu sebanyak 18 nazir. Kemudian tingkat pendidikan tertinggi nazir
di kecamatan Penajam berada di jenjang pendidikan S2 dan hanya dimiliki
oleh 1 orang nazir dan tingkat pendidikan terendah nazir di kecamatan

Penajam ialah sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang nazir.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis, nazir yang memiliki
latar belakang pendidikan di tingkat SD tidak mengalami kesulitan dalam

mengelola dan membangun harta benda wakaf sesuai peruntukkannya, karena
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dari observasi penulis, musholla yang dibangun oleh salah satu nazir yang
diwawancarai penulis, yaitu Bpk. Muhammad Darus telah dibangun dan
dijadikan tempat ibadah dengan bantuan pembiayaan dari hasil sumbangan
yang diminta oleh nazir untuk setiap rumahnya, selain itu musholla ini telah
melakukan pengembangan berupa adanya kegiatan pendidikan yaitu TK-
TPA setiap sorenya. Pengelolaan seperti administrasi terkait sertifikat tanah,
pemecahan sertifikat tanah sudah diselesaikannya dan pengembangannya pun
berjalan dengan lancar karena sebelumnya nazir memiliki pengalaman dalam
mengelola masjid. Akan tetapi untuk pengetahuan nazir dalam bidang
perwakafan masih sangat kurang, salah satunya karena faktor pendidikan dan
belum pernah mengikuti pelatihan, yang merupakan salah satu bentuk usaha
yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas

nazir dalam mengelola harta benda wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari informan kedua yaitu
bapak Saiful Anam, S.P. yang memiliki latar belakang pendidikan strata 1 di
bidang pertanian, penulis menganalisis bahwa latar belakang pendidikan yang
beliau miliki membuat minat baca terhadap wakaf menjadi tinggi, pasalnya
beliau selalu mencari sumber referensi terkait wakaf sehingga memudahkan
beliau dalam memahami konteks dari wakaf. Kemudian dari segi
pengelolaan, bapak Saiful Anam telah menyelesaikan administrasi wakaf
seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), surat pemecahan tanah terhadap tanah wakaf
dan lain sebagainya. Sehingga upaya ini mampu menjadi penguat atas status

hukum tanah wakaf. Kemudian dalam pembangunan tanah wakaf sesuai
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dengan peruntukkannya sedang dalam proses pembangunan. Dari hasil
observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, tanah wakaf yang dikelola
oleh bapak Saiful Anam nantinya akan dibangun menjadi sarana pendidikan
berupa TK-TPA dan saat ini masih berbentuk pondasi. Dalam hal pembiayaan
dalam pembangunannya dari hasil sumbangan nazir dan dibantu dengan
penyebaran proposal. Hal ini didorong karena pengalaman yang beliau miliki

sehingga beliau merasa yakin dapat menjalankan amanah itu dengan baik.

Pengetahuan Nazir terkait Perwakafan serta Pengelolaan yang Telah
dilakukan Nazir terhadap Harta Benda Wakaf di Kecamatan Penajam.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan
beberapa nazir di kecamatan Penajam. Pada wawancara dengan infroman
yang pertama yaitu Bapak Saiful Anam, pria kelahiran Blitar pada tanggal 3
April 1974. Penulis menyimpulkan nazir paham dengan perwakafan, karena
nazir memiliki latar belakang strata-1 yang memiliki minat baca yang tinggi
sehingga banyak literatur terkait wakaf yang telah dibaca, dari segi
pengelolaan, nazir faham regulasi dalam perwakafan, sehingga administrasi
dalam perwakafan telah diselesaikan dengan baik kemudian dalam
pengelolaan wakaf, nazir membentuk panitia kecil untuk mendapatkan dana
dalam proses pembangunan, mulai dari infag sampai dengan penyebaran
proposal. Kemudian dari segi pengalaman nazir telah berkontribusi aktif
dalam pembangunan sekolah terhitung mulai dari tahun 2007, maka nazir
sudah cukup berpengalaman untuk bisa mengelola tanah wakaf yang khusus

diperuntukkan untuk TK-TPA.
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Hasil wawancara dengan nazir yang kedua yaitu bapak Muhammad
Darus, pria  kelahiran Bone pada tanggal 12 Mei 1961. Penulis
menyimpulkan nazir kurang memiliki pengetahuan terkait perwakafan,
karena nazir tidak pernah belajar terkait wakaf, dan dalam penunjukan nazir
pun didasarkan pada pengalaman nazir yang pernah menjadi kaum di masjid
dan merupakan tokoh masyarakat setempat. Kemudian dari segi pengelolaan,
nazir telah menyelesaikan administrasi wakaf dengan baik, seperti pemecahan
sertifikat tanah dll, dan dalam pengembangannyapun mushollah yang dikelola
oleh nazir tidak hanya dijadikan sebagi tempat ibadah tetapi dapat digunakan
sebagai TK-TPA. Kemudian dari segi pengalaman, nazir telah menjadi

pengurus masjid mulai dari tahun 1991-sekarang.

Dari pengetahuan kedua nazir tersebut, menurut penulis pengetahuan
mereka terhadap wakaf dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemudian dari
aspek pengelolaan, penulis menyimpulkan nazir yang ditunjuk didasarkan
pada aspek pengalaman dan ketokohan. Sehingga dalam rangka pengelolaan
harta benda wakaf telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah
disebutkan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 “Nazir
wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi dan peruntukkannya”. Dan disebutkan juga dalam pasal 11

bahwa tugas dari nazir ialah:

a.  Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf
b.  Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi dan peruntukkannya
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c.  Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d.  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dan keterkaitan dengan
undang-undang di atas, dalam point pertama nazir di kecamatan penajam
telah faham akan regulasi terhadap pengadministrasian harta benda wakaf,
sehingga mampu menguatkan status hukum dari harta wakaf yang dikelola.
Kemudian dari point kedua, para nazir telah melakukan pengelolaan dan
pengembangan yang sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf, meskipun
masih terbatas pada pengelolaan wakaf dalam lingkup ibadah. Dan dalam
point ketiga, melalui wawancara yang di lakukan penulis para nazir sangat
bertanggung jawab dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

yang dikelola.

Melalui penelitian ini, penulis mengamati bahwa pengelolaan wakaf
yang dilakukan nazir di kecamatan Penajam, masih menerapkan sistem
manajemen pengelolaan secara tradisional, dapat dilihat dari ciri-ciri dan pola

pengelolaan secara tradisional yaitu:

a) Rekruitmen SDM kenaziran, pemilihannya didasarkan kepada aspek
ketokohan dan pengalaman tanpa melihat aspek kemampuan dan
profesionalisme manajemen.

b) Operasionalisasi Pemberdayaan. Operasional pemberdayaan yang masih

belum optimal karena pengelolaan wakaf yang berkembang terus-
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menerus tidak diimbangi dengan pelatihan dan pengembangan terhadap
SDM vyaitu nazir wakaf.

c) Pola Pemanfaatan hasil. Dalam hal ini banyak harta benda wakaf hanya
bersifat konsumtif-tradisional. Sehingga banyak harta wakaf yang
menuntut nazir selaku pengelola wakaf untuk mencarikan dana untuk

pembangunan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkannya.

Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir Wakaf di
Kecamatan Penajam

Manajemen sumber daya manusia menurut Mondy dan Martocchio
adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi dengan penggunaan manusia
atau individu yang ada di dalamnya. Kegiatan ini dilakukan agar karyawan
atau individu mampu memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

Dalam menganalisis penelitian, penulis didasarkan pada dua teori yaitu
teori pertama ialah dari Gorge Terry yang berpendapat bahwa dalam
pelaksanaan manajemen diperlukan fungsi-fungsi dasar yaitu dimulai dari
fungsi  perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
Kemudian teori kedua yaitu teori Werner dan De Simone, menurutnya fungsi
dalam manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua bagian
penting yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama sangat
bergantung  kepada pengadaan  (rekruitmen), pemeliharaan  dan

pengembangannya dan fungsi yang kedua yaitu fungsi pendukung, artinya
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manajemen yang berhubungan langsung dengan dukungan yang diberikan

dalam produktivitas manajemen.

Melalui teori diatas, keberadaan manajemen sumber daya manusia
merupakan aspek penting, sehingga dalam penerapannya perlu
mempertimbangkan fungsi fungsi yang menjadi dasar, agar tujuan dalam
sebuah organisasi bisa terwujud. Dimulai dengan fungsi perencanaan yaitu
persyaratan atau aturan dalam pengadaan karyawan atau individu, untuk
mendapatkan karyawan atau individu dengan kompetensi serta keahlian yang
dibutuhkan dalam lembaga atau organisasi. Kemudian fungsi
pengorganisasian yang dimulai dari pemberian tanggung jawab atau
pembuatan struktur, pengembangan terhadap karyawan atau individu dalam
sebuah organisasi dan pemberian imbalan. Fungsi pelaksanaan yang berkaitan
dengan pengelolaan dan fungsi terakhir ialah evaluasi yaitu dengan sistem

pengawasan.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, fungsi-
fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang telah diterapkan dalam

mengelola wakaf yaitu:

a. Perencanaan
Penerapan fungsi perencanaan dalam perwakafan di kecamatan
penajam terdapat pada pengadaan nazir atau individu dalam mengelola
wakaf. Dalam kecamatan Penajam, perwakafan dimulai dengan memilih

nazir sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola
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harta benda wakaf. Dari hasil analisa penulis, nazir yang diberi amanah
dalam mengelola harta benda wakaf berjumlah 3 orang. Hal ini sesuai
dengan UU No 42 Tahun 2006 tentang jumlah minimal nazir
perseorangan yaitu sebanyak 3 orang.

Dalam pengadaan atau rekrutimen nazir di kecamatan Penajam,
wakif selaku orang yang memberikan amanah dalam pengelolaan harta
benda wakaf, biasanya menunjuk nazir berdasarkan pada aspek
ketokohan dan pengalaman yang dimiliki. Seperti yang telah
disampaikan pada wawancara dengan kepala KUA vyaitu bapak Abd.
Rahman yang menyatakan bahwa sistem penunjukan nazir di kecamatan
Penajam didasarkan pada aspek ketokohan serta pengalaman yang
dimiliki nazir.

Menurut Mahaparto proses untuk mendapatkan individu atau
karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau lembaga harus
memenuhi persyaratan. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada
syarat-syarat yang tertulis yang menjadi dasar dalam memilih nazir
wakaf, yaitu dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Berikut
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1) Warga negara Indonesia
2) Beragama Islam

3) Dewasa

4) Amanah

5) Mampu secara jasmani dan rohani
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6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Selain persyaratan dalam Undang-Undang diatas, pengadaan nazir
di kecamatan juga harus memenuhi kualifikasi dari fikih Islam, yaitu:

1) Beragama Islam
2) Mukallaf (cakap dalam melakukan perbuatan hukum)

3) Baligh (Dewasa)

4) ‘Aqil (Berakal sehat)

5) Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf
6) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari beberapa persyaratan yang telah dikemukakan, dalam
penunjukkan nazir di kecamatan penajam telah sesuai dengan peraturan
yang ada selain itu Pengadaan sumber daya manusia nazir dalam
pengelolaan wakaf di kecamatan Penajam juga telah sesuai dengan teori
Duwais dalam manajemen sumber daya manusia tentang lima faktor
yang menjadi tolak ukur dalam pengadaan karyawan, salah satunya ialah
kompetensi sepeti riwayat pendidikan nazir, dan pengalaman dari nazir.
Sehingga nazir yang mengelola harta benda wakaf di kecamatan Penajam
biasanya sudah banyak memiliki pengalaman, sehingga mampu
mengelola dan membangun harta benda wakaf sesuai dengan

peruntukkannya.
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b. Pengorganisasian

Dalam menerapkan fungsi pengorganisasian dalam perwakafan di

kecamatan Penajam, dilakukan dengan pembentukan struktur,

pengembangan karyawan dan pemberian kompensasi.

1)

2)

Pembentukan Struktur.

Perwakafan di kecamatan Penajam biasanya menerapkan
nazir perseorangan sebagai pengelola wakaf. Maka salah satu dari
nazir wakaf diangkat menjadi ketua. Sesuai dengan ketentuan yang
telah ditulis Undang-Undang bahwa nazir perseorangan ditunjuk
oleh wakif sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya dipilih
menjadi ketua. kemudian setelah adanya ketua maka dilakukanlah
ikrar wakaf antara wakif dan nazir, dan setelahnya ketua dalam
nazir perseorangan memberikan tanggung jawab terhadap nazir
yang lain, agar menjadi sekretaris atau bendahara dalam
pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf sesuai dengan
peruntukkannya.

Pengembangan

Pengembangan merupakan bentuk dari aktivitas dalam
manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk
meningkatan keterampilan dan pengetahuan dari individu dalam
sebuah organisasi atau lembaga. Dari penelitian yang dilakukan
oleh penulis, pengelola wakaf yaitu nazir tidak pernah mengikuti

pelatihan selama menjadi nazir. Kemudian wawancara yang
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dilakukan penulis dengan kementerian agama yaitu pada staff
penyelenggara zakat dan wakaf, mengatakan bahwa dalam
pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kepada nazir biasanya
menggunakan metode off the job training berupa sosialisasi dan
materi yang diberikan tidak berdasarkan hasil identifikasi seperti
yang disebutkan oleh Dumais yaitu dengan mengamati dan
mendengarkan, wawancara individu, grup diskusi dan evaluasi
kerja. Pemilihan materi dalam pelatihan didasarkan pada keputusan
menteri agama, dan dirasa penting untuk diberikan kepada para
nazir seperti kebijakan pemerintah terkait wakaf dan undang-
undang wakaf, regulasi pendaftaran tanah wakaf, dan regulasi
persertifikatan tanah wakaf. Akan tetapi beberapa tahun terakhir
pelatihan terhadap nazir wakaf tidak dapat dilaksanakan karena
tidak ada anggaran yang tersedia. Menurut peraturan pemerintah
tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang
wakaf bab VIII pembinaan dan pengawasan pasal 53 ayat 1 nazir
wakaf berhak memperolen pembinaan dari menteri dan BWI.
Kemudian di tegaskan pada pasal 55 ayat 1 pembinaan terhadap
nazir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Kompensasi

Kompensasi merupakan sebuah penghargaan yang diberikan,
dapat berbentuk uang atau non uang. Dalam wawancara yang

dilakukan penulis, nazir di kecamatan penajam tidak pernah
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mendapatkan kompensasi atau hasil berupa uang dari pengelolaan

harta benda wakaf, karena pengelolaan harta benda wakaf di

kecamatan penajam, masih terbatas pada pengelolaan yang bernilai

ibadah seperti pembangunan masjid, mushola, makam dlil.

Sehingga kompensasi yang didapatkan nazir di kecamatan berupa

kompensasi berupa non uang yaitu berupa pengakua
Pelaksanaan

Dalam fungsi pelaksanaan, pengelolaan wakaf di kecamatan
Penajam diawali dengan pengurusan admistrasi wakaf, sesuai dengan
peraturan yang tertulis terkait tugas dari nazir yang pertama ialah
melakukan peng administrasian harta benda wakaf.

Pengadministrasian harta benda wakaf, memiliki fungsi untuk
memperkuat status hukum dari harta benda wakaf. Mengingat masih
banyaknya harta benda wakaf di kecamatan Penajam yang belum
bersertifkat. Padahal tugas dari seorang nazir, salah satunya ialah untuk
melakukan  pengadministrasian  harta benda  wakaf. Maka
pengadministrasian harta benda wakaf merupakan aspek yang penting
dalam perwakafan, dalam pengelolaan harta benda wakaf di kecamatan
Penajam dimulai dengan melakukan adminstrasi yaitu pendaftaran harta
benda wakaf di Kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama
setempat dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti sertifikat hak
kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut. Setelah PPAIW kecamatan

Penajam meneliti kelengkapan atas persyaratan administrasi wakaf maka
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selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap nazir, dan melakukan Ikrar
wakaf dengan ditanda tangani oleh wakif, nazir, 2 orang saksi, dan
disahkan oleh PPAIW vyaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan penajam. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tata cara pembuatan akta ikrar wakaf.

Pengelolaan selanjutnya yang dilakukan oleh nazir setelah proses
administrasi, yaitu mengelola atau memanfaatkan dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Dari analisa penulis
harta benda wakaf di kecamatan Penajam banyak dimanfaatkan untuk
sarana ibadah, seperti pembangunan masjid, musholla, pesantren,
makam, sekolah dan sosial lainnya. Pola pemanfaatan dari harta benda
tersebut bersifat harta benda wakaf yang bernilai konsumtif, yang tidak
mampu memberikan penghasilan yang dapat membantu perekonomian
masyarakat.
Pengawasan

Dalam pengelolaan wakaf di kecamatan Penajam, lembaga yang
memiliki wewenang dalam mengawasi pengelolaan harta benda wakaf
ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama dan Kantor
Urusan Agama (KUA) kecamatan Penajam. Sesuai dengan pendapat dari
Arifin dan Hadi W bahwa pengendalian merupakan salah satu dari fungsi
dalam manajemen yang dipergunakan mengukur hasil kerja dari nazir
dalam mengelola harta benda wakaf. BWI pada tingkat kabupaten/kota

memiliki tugas untuk menjadi pengawas dalam pengawasan harta benda
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wakaf, belum dapat berperan secara aktif karena pembentukan
kepengurusannya baru saja dilaksanakan sehingga peran KUA tidak
hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tetapi juga
bertanggung jawab dalam mengawasi secara langsung pengelolaan tanah
wakaf di kecamatan penajam, kemudian melakukan pelaporan kepada

kementerian agama.

Dari pemaparan diatas penerapan manajemen sumber daya manusia
nazir wakaf dan pengetahuan yang dimiliki nazir sangat memiliki pengaruh
terhadap pengelolaan wakaf di kecamatan Penajam, karena masih banyak
tanah wakaf yang belum bersertifikat dan kurangnya pengetahuan nazir
terkait perwakafan disebabkan faktor pendidikan dan kurangnya pelatihan
yang diikuti nazir dan yang diadakan oleh kementerian agama terkait

perwakafan.



